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ABSTRAK

Pengawasan etik hakim di Indonesia, khususnya terhadap hakim — hakim
Agung dan peradilan di bawah Mahkamah Agung dilakukan secara internal oleh
Mahakamah Agung melalui Badan Pengawas Mahkamah Agung dan secara
eksternal oleh Komisi Yudisial. Namun dalam perjalaannya melakukan
penyelenggaraan pengawasan etik hakim terdapat berbagai problematika yang
mengakibatkan pola pengawasan etik hakim tidak berjalan secara efektif. Oleh
karena itu, terdapat 2 (dua) rumusan masalah utama, pertama, bagaimana
problematika pola pengawasan etika hakim. Kedua, bagaimana konsep ideal
pengawasan etika hakim di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).
Pendekatan perundang — undangan menggunakan beberapa peraturan, diantaranya,
Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 adalah perubahan kedua atas UU
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011
merupakan Undang - Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial, dan peraturan perundang — undangan lain yang berkaitan
dengan penelitian. Pendekatan komparasi dalam penelitian ini menggunakan
negara Peru yang memiliki struktur ketatanegaraan dalam kekuasaan kehakiman,
khususnya dalam pengawasan etik hakim yang pola nya identik dengan Indonesia.
Dengan menelusuri pola pengawasan etik di negara Peru akan menghasilkan
komparasi ideal untuk merumuskan pola pengawasan etik hakim yang baik di
Indonesia. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan teori check
and balances, teori pengawasan, dan konsep pengawasan etik hakim. Dalam
penelitian ini juga melakukan memberikan perbandingan pengawasan etik hakim
dalam Figh Siyasah khususnya untuk meneropong bagaimana pengawasan etik
hakim dalam islam dan wilayah al — hisbah.

Hasil = penelitian menunjukkan  terdapat sejumlah jproblematika dalam
pengawasan etik hakim. Pertama, menimbulkan dualisme pola pemeriksaan dan
pelaporan dalam pengawasan dan etik hakum dan potensi conflict of interest. Kedua,
menimbulkan pelemahan fungsi check and balances dalam kekuasaan kehakiman.
Pola pengawasan yang terselenggara saat ini belum secara optimal
mengejawantahkan check and balances secara, justru terdapat institutional heavy
atas adanya kewenangan yang terlalu over yang dimiliki oleh Mahkamah Agung
dalam pola pengawasannya. Rekonseptualisasi pola pengawasan etika hakim harus
dilakukan untuk memberikan optimalisasi dalam mengawasi dan menindak
pelanggaran etik hakim dengan melakukan unifikasi penindakan pelanggaran etik
hakim.

Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali kewenangan dan proses
penanganan dugaan pelanggaran etik hakim. Komisi Yudisial mengambil alih untuk
pemeriksaan dan pemutusan atas dugaan pelanggaran etik oleh hakim. BAWAS MA
hanya melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran etik
hakim kepada Komisi Yudisial.
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